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ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum vang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang aman,
tentram, tertib dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa apabila terjadi
berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat,
maka mereka berhak mengajukan Gugatan Perwakilan (Class Action). Seperts
halnya di Yogyakarta, bakal terjadi gugatan class action dalam kasus selokan
Mataram, juga di Jakarta telah terjadi gugatan class action terhadap Gubernur
Jakarta, di Pekanbaru terjadi pencemaran lingkungan akibat pembakaran hutan, di
Sulawesi tejadi pencemaran laut akibat pembuangan limbah penambangan emas
vang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar, kasus kuota haji akibat
kandasnya orang-orang untuk berangkat haji ke Mekkah dan masih banyak lagi
kasus yang merugikan masyarakat banyak.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep
gugatan perwakilan (class action) dalam hukum positif dan bagaimana tinjavan
serta analisis penulis terhadap gugatan perwakilan (class action) dalam hukum
positif menurut perspektif hukum Islam, Adapun tujuan yang hendak dicapai
dalam penulisan ini, yaitu untuk mengetalwi dan mendalami gugatan perwakilan
(class action) dalam hukum positif menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research),
vang berdasarkan dari sumber data primer dan sekunder dari literarur-literatur
yang ada relevansinya dengan skripsi ini, dengan menggunakan metode analisis
deduktif-induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa gugatan perwakilan (ciass action)
merupakan gugatan hukum yang diajukan oleh sekelompok orang unfuk
kepentingan mereka yang dirugikan atau untuk kepentingan orang lain dengan
menunjuk salah seorang di antara mercka sebagai perwakilan, dengan keluhan dan
penderitaan yang sama. Gugatan perwakilan tersebut tidak bertentangan dengan
hukum Islam, karena gugatan tersebut merupakan usaha untuk memperjuangkan
hak individu dan kepentingan bersama. Class action merupakan bentuk tolong-
menolong kepada masyarakat dan mencegah serta menuntut pihak yang membuat
kerusakan akibat pencemaran lingkungan vang telah merugikan masyarakat. Hal
mi sangat relevan dengan ketentuan hukum Islam yang melarang manusia untuk
berbuat kerusakan dan kemudaratan di muka bumi. Dengan cara gugatan
perwakilan (class action) merupakan cara yang ftepat unfuk mencapai
kemaslahatan manusia dari pencemaran dan perusakan lingkungan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi inj
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987
dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huraf Arab. . Nama |  HurufLatin Nama
f alif tidak dilambangkan Tidak ditambangkan
- - St . L
< ta’ ¥ @ t te
& s | s es (dengan titik d atms)
d jim —_— je
z h h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha _
3 dal | 4 de
3 |z et (dengon titik 4 atas)
B ra’ B | er 7
3 zai z zet
L stn " | $ es
8 syin sy es dan ye
= sad s es (dengan titik di bawah)
i dad | 4 | de (dengan titik di bawah)
9 ta’ t te (dengan titik di bawah)
- za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain * | Koma terbalik di atas
& gain g ge
4 fa’ f ef
3 qaf 9 gi
& kaf k ka
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J lam 1 ‘el

a mim %;n o ‘em

3 nun n en “
3 waw W W T
: b h o
s hamzah ‘  apostof
& ya’ y ye -

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

EAREXP ditulis muta addidah
bac ditulis iddah
C. Ta’ marbitah di akhir kata
. Bila dimatikan tulis /
iola ditulis hikmah
dg3a ditulis Jizvah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-

kata Arab vang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan ‘4’

R NEYES

ditulis

Karamah al-auliva’

3. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢

dituhis

Zakah ai-fity
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D. Vokal pendek

...... - fathah ditulis a
kasrah ditulis i
dammah ditulis u
E. Vokal panjang
. Fathah + alif ditulis a
sl ddals ditulis jahitivah
, | Fathah+ya' mai i ditulis i
' e . ditulis tansd
3 Kasrah + va* mati ditulis T B
' PN ditulis karim
s Dammah + wiwu mati ) ditulis i
: =g s ditulis Juriid
F. Vokal rangkap
. Fathah + ya' mati ditulis al
' S ditulis bainakum
) Fathah + wawu mati ditulis au
: Jé ditulis qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam saty kata dipisahkan dengan apostrof

e.uU ditulis a antum
e ditulis w'iddat
A 8G il ditulis la’in syakartum
H. Kata sandang alif + lam
1. Bila diikuti huraf Qamariyyah
oAl Ditulis al-Qur'an
Ll ditutis al-Qiyas




2. Bila ditkuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el ) nva.

elail ditulis . __asSama’

U-"-“:“-“ ditulis

, asy-Syams

L. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

U2l (g 5 ditulis Zawi al-furad
aiall Jal

ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum frechistaat). Hal tersebut dapat
dilihat dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara
butir I, yang menvatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (rechstaay, tidak berdasar atas kekuasaan belaka /machtsiaar).
Dalam negara hukum hubungan pemerintah dengan yang diperintah tidak
berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasar norma obyektif vang juga
mengikat pihak vang memerintah. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban
Wwarga negara juga diatur oleh hukum. Hukum vang telah dilanggar harus
ditegakkan kembali agar fujuan negara hukum tetap terjaga.’

Pernyataan ini memnjukkan negara dalam melaksanakan tindakan
apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan
pula secara hukum. Tindak fanjut semua mi, bertujuan untuk melindungi
kepentingan warga negara Indonesia baik individu maupun masvarakat
vang dirugikan, maka ia berhak menuntut keadilan karena tujuan hukum
ialah mengatur tujuan hidup secara damai 2 Perdamaian di antara manusia

dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan

" E. Sundari, Pengojuan Gugaton Secara Class Action (Suatu Stud: Perbandingar
dan Penerapanmva di fndonesia), cet. ke-1 (Yogvakarta: Universitas Atma Java, 2002),
Blm 1.

L1 Van Apeldoorn, Penganiar Tlmu Hukum, cet ke-22 {Jakarta: Pradnva
Pararmita, 1985). him, 22

|



manusia vang tertentu kehormatan. kemerdekaan. liwa, harta benda dan
sebagainya terhadap yang merugikannya.’

Pembangunan nasional di bidang hukum merupakan suatn
upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagal subvek hukum.
Untuk itu dibutuhkan peraturan hukum vang berfungsi untuk mengatur
segala proses kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama agar berjalan
dengan baik. Dengan demikian sangat dibutuhkan sanksi vang bersifat
mengikat bagi pelaku vang melanggar peraturan di kalangan masyarakas

t/saha melindungi dan memperkembangkan  kepentingan-
kepentingan dapat dicapai, karena telah diadakan peraturan-peraturan
vang dapat menjadi ukuran bagi tingkah laku orang. Peraturan-peraturan
ini mengharuskan orang untuk bertindak di dalam masyarakat sedemikian
Tupa, sehmgga kepentingan-kepentingan orang lain sedapat mungkin
terjaga dan terlindungi dan kepentingan-kepentingan bersama dapat
diperkembangkan *

Datam pergaulan kehidupan masyarakat terdapat beraneka macam
hubungan. Hubungan-hubingan tersebut timbul  karena adanya
kepentingan anggota masyarakat itu  sendiri. Dengan demikian.
masyarakat membutuhkan aturan-aturan hukum vang dapat menjamin
keseimbangan serta keadilan hukum vang merata di setiap lapisan

masvarakat.

¥ jhid.. him. 23.

* ¥ Van Kan dan JH. Beekhuis, Pengantar Iimu Hulum, stih bahasa Moh. O
Masdoeki, cet. ke-9 (Jakaria: Ghaiia Indonesia. 1982 him. 7.



Dewasa ini banvak terjadi sengketa akibat pelanggaran aturan
hukum yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok masyarakat.
Sengketa tersebut lebih ditujukan untuk mewujudkan pemenuhan
kewajiban dari pihak-pihak yang merasa haknva dirugikan.

Dalam aspek hukum perdata tentang pengelolaan lingkungan
hidup. terutama apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup sebagai mana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinvatakan apabila terjadi
berbagai masalah lingkungan yang merugikan perikehidupan masyarakat,
maka mereka berhak mengajukan gugatan perwakilan mengenai
lingkungan hidup

Gugatan perwakilan ini secara urmun baru diatur dalam Pasal 37
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang berbunyi :

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan
dan atan melapor ke penegak hukum mengenai herbagai masalah

lingkungan hidup vang merugikan perikehidupan masyarakat
Fika dikerabui bahwa masvarakat menderita akibat nencemaran dan

atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga
mempengarhi - perikehidupan nokok masvarakat, maka instans
pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat
bertindak untuk kepentingan masvarakat

3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diater

- s . f
fiengan peratiran pemeriniah ©

I~J

° Absort, Penegokar Hulam Linglkungan dan Aniisiposi dalam Erg Perdagangan
Bebas, cel. ke-1 (Surakaria: Muhammadiyah University Press, 2000}, him. 102

¢ Pasal 37 UU No, 23 Tahun 1997 tentane Pengelolaan Lingkungan Hidup,
sebagaimana dikutit M Traud Stlalabi, Hulaan FLinglunean dalam Sistem Penegakon Fkum
Linglaumgan Indonesia, cet, ke-1 {Bandung: PT Alumni, 2001}, hir. 285,



Istifah hukum lingkungan merupakan konsepsi yang relatif masih
baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmy
hukum pada khususnya, vang tumbuh berjalan bersamaan dengan
tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian
dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup
tersebut, tumbuh pulalah perhatian hukum kepadanya.’

Dart ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa
perbuatan hukum dan atas nama mewakili diri sendiri, kelompok maupun
ratusan hingga ribuan orang selaku penggugat dalam memperjuangkan
kesamaan kepentingan, baik itu kesamaan penderitaan dan akibat dari ite
mengalami  kerugian moril maupun  materiil.  Tindakan tersebut
merupakan gngatan class action atau vang dustilabkan dengan gugatan
perwakilan.

Datam istilah hukum, gugatan class action adalah gugatan hukum
vang diajukan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka atau
untuk kepentingan orang lain dengan keluhan atau penderitaan yvang
sama.’ Jadi, jumlah orang vang mengainkan gugatan class acrion harus
sedemikin banyak vang diwakilkan oleh salah seorang di antara mereka

dan harus mempunyai kesamaan fakta hukum antara vang mewakili dan

7 Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika
i991y, him. 17

§ Longman, Dictionaiy of Comtemporary Fnglish, cet. ke-2 (London: Longman
Group UK Limited, 19983, him, 177,



vang diwakili sama-sama merasakan penderitaan dan kerugian akibat dari
perbuatan tergugat.

Upava penyclesaian sengketa dengan cara class action, dani sisi
prestasi, dianggap lebih berhasil dalam menuntut hak-hak masyarakat,
Namun, oleh kalangan tertentu pemermtah atau perusahaan dinilai
sebagai cara yang tidak mendasarkan etika ketimuran, karena upaya yang
dilakukan melalui class action lebih menonjolkan cara vang terkesan
provokatif dan demonstratif tidak sesuai dengan alam Indonesia.”

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis mengatur
semua aspek kehidupan manusia secara universal, serta mengandung kede
ctik peritaku, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Setiap muslim
dituntut wntuk mengikutinva dalam semua aspek kehidupan. Svar’ah
bukan saja merupakan sekumpulan perintah atau larangan bukan pula
seperangkat hukum pelanggaran kefahatan dan kerusakan, melainkan
mencakup semua dimensi kehidupan manusia.

Dapat kita sadari, bahwa hukum Islam merupakan sumber
keadilan, menjadi rahmat jika diterapkan, pencegah dan pemelihara bagi
kaum yang lemah dari eksploitasi golongan kuat.

Di antara kajian Hukum Isfam adalah mewakilkan seseorang
dalam berbagai masalah, seperti masalah muamalah, syakhsivyah, jinavah
maupun sfvasah yang dikenal dengan istilah al-Wakalah, Class action

atau yang sermg disebut dengan perwakilan di dalam Islam disebur

7 Absori, Penegakan Hukym., hlm, 96,



dengan istilah ai-wakalah, vaitu pendelegasian atau perwakilan untuk dan
atas nama orang vang diwakilinya.'’

Daiam hukum Islam, perwakilan vang dilakukan berkaitan dengan
berbagai masalah. terutama dalam masalah muamalah vang tidak
ditentukan jumlah orang vang memberi perwakilan.

Berbeda dengan ketentuan vang diberlakukan dalam hukum
positif, dimana gugatan perwakilan atau class acrion semata-mata
menuntut apabila suatu oknum telah merugikan sekefompok masyarakat,
maka mereka (masyarakat) berhak mengajukan gugatan perwakifan ke
pengadilan vang berkaitan dengan kerugian,

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik dan pertu
membahas lebih tuas dan mendetail melalui sebuan karya ilmiah vang
berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GUGATAN

CLASS ACTION.”

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep gugatan c/uss action dalam hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Isiam terhadap gugatan class action

dalam hukum positif?

 Abdul Azis Dahlan (ed ), Ensikiopedi Hulam Isiam, cet ke-1 (Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1996), VE 1911,



C.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

a. Untuk mengkaji, mengetahui dan mendalami tentang konsep gugatan
class action dalam hukum positif

b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap gugatan cigss
action dalam hukum positif .

Kegunaan Penelitian ini adalah:

a. Sarana untuk mengkaji lebih mendalam suaty peranan hukum
khususnya yang menyangkut gugatan class action dan dapat dijadikan
scbagai bahan pijakan/pegangan bagi penelitian selanjutnya terhadap
gugatan class action.

b. Sumbangan pemikiran dan pengenalan bagi civitas yang concern

terhadap ifmu hukum pada umumnya.

Telaah Pustaka

Seperil yang telah di singgung terdahulu. bahwa gugatan class
action adalah suatu gugatan perwakilan yang mengatasnamakan
kelompok kecil masvarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam
Jjumlah besar vang dirugikan atas dasar kesamaan fakta baik secara materi
maupun immateri vang timbul akibat perlakuan ataupun kesalahan orang
dalam bertindak. Sebagai contoh kasus KPU 5 Juli 2004, yaitu hilangnya
suara pemitu dikarenakan berpindahnya suara-suara ke partai vang tidak

diinginkan, hal ini bisa dituntut karena banyaknya pihak vang merasa



dirugikan, begitu juga dalam kasus Kisruh Kuota Han tfentang
penandatanganan Memorandum of Understanding 17 September 2003
vang falu. ' Kasus pembatalan puluhan ribu calon jama’ah haji vang oleh
dua Lembaga Swadava Masvarakat (LSM). Consummer Watch dan
Monopoly Watch menggugat Departemen Agama atas pembatalan 29.974
calon jama’ah haji. ¥ Kedua LSM ini berencana melakukan gugatan class
action karena dinilai telah merugikan para calon jama’ah haji baik moril
maupun materiil.

Dasar dari gugatan class acrion terdapat dalam Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997, maka buku yang berkaitan dengan hal mi adalah
masalah Pencemaran Lingkungan, Periindungan Konsumen, Tentang
Kehutanan maupun Peraturan Mahkamah A gung RI

Dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri terdapat bahasan tentang
hukum yang berkaitan dengan hingkungan tnaupun konsumen. Salah satu
tulisannya dituangkan dalam sebuah buku Hukum Tata Lingkungan,
Pada edisi ketujuh belas buku tersebut cenderung membahas perubahan
Undang-Undang Nomor 4 Tahm 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), yang disesuaikan dengan
perubazhan vang tercantum dalam UUPLH menjadi Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (CUPLH)

" Misroii, “Kisrub Kuota Haji,” Majalai: Saisi, No. 6. Th. ke-6, (14 Januari 2004),
him. 19.

2 Ibid  him, 21.

¥ Koesnadi Hardiasoemaniri, Hulum Tola Lingkungan, cet. ke-17 (Yogvakarta:
Gadiah Mada University Press, 2002}



pada tanggal 19 September 1997. Dalam perubahan ini juga dibahas
ketentuan tentang gugatan perwakilan (class action) atas pencemaran
terhadap lingkungan hidup, serta menjelaskan maksud dari ayat yang
terdapat pada Pasal 37, Pasal 36 dan Pasai 38 UUPLH.

Dalam bukunya tentang Hukwm Lingkungan Indonesia, Gatot P
Soemartono menganalisis Undang-Undang Lingkungan Hidup {Analisis
pasal-pasal UULH)." Belian menguraikan teptang konsep-konsep dasar
dari lingkungan, kemudian hukum di Indonesia yang dimulai dengan
perkembangan hukum lingkungan secara wmum Juga Undang-Undang
Linglamgan Hidup, tetapi sayangnya belum diatur secara ciass action.
Lain halnya dengan Absori, buku vang berjudul Peregakan Fukum
Lingkungan don Antisipasi dalom Era Pe rdagangon Bebas,” juga kutipan
dari M. Daud Silalahi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
vang betjudul, Hukum Lingkungan daiam Sistem Penegakan Hukum
Lingkungan Indonesia."® Kedua buky ini sudah terdapat aturan gugatan
class action atas hukum Lingkungan.

Untuk kepustakaan yang menerangkan tentang gugatan cfass

action sebagai salah satu kebutuhan karya ilmiah agar memberikan snatu

" Gatot. P. Soemariono, Hukum Lingkungan Indonesia. cel. ke-1 {(Jakarta: Sinar
Grafika, 1996).

Y Absori. Pencgokan Hukum Linglkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan
Bebas. cet ke-1 (Surakaria: Muhamimadivah Universitv Press. 20001
' M. Daug Silalahi, Hukum Lingkungan dalam  Sistem Penegakan Hukum
Linglamgan Indonesia, cet. ke-1 (Bandung; PT. Alurmmz, 2001}
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batasan dan kejelasan pemahaman. maka penulis mengambil dari buku-
buku vang ada kaitannya dengan gugatan perwakilan/class action.

Salah satu buku yang mengatur Undang-Undang tentang class
action dapat ditemukan dalam bukunva Aa Dani Saliswijaya yang
bertemakan Himpunan Peraturan fentang Class Action dengan
mencantumkan peraturan perundangan tentang class action sebagai dasar
dari gugatan class action. Di antaranya Undang-Undang No. 23 Talun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok serta Peraturan Pemerintah '

Selain sumber di atas. aturan gugatan class action Juga terdapat
dalam buku E. Sundari yang berjudul Pengajuan Gugatan Secora Class
Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia).
Buku ini merupakan hasil smdi banding antara class action di negara
asalnya dengan penerapannya di Indonesia. Dalam buku ini banvak
diuraikan tentang class action pada umummnya, prosedur maupun keadaan
class action di Indonesia serta implementasi prinsip class action dalam

praktek peradilan di Indonesia '®

¥ Aa Dani Saliswljava, Himpurnon Peraturan temiang Class Action. cet. kel
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

" E. Sundari, Pengajuan Gugaran Secara Class Action (Suatu Stdi Perbandingan
dan Penerapavimva di indonesio). cer. ke- (Yogvakaria: Universitas Atma Java, 2002).



Dalam Islam, istilah perwakilan disebut dengan al-wakdlah. Di
dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama fain
yang sering disebut muamalah. Pendapat yang mengatakan bahwa hukum
fslam materinya hanyva muamalah, bahkan hanya mengenai bagian-bagian
bidang muamalah yang diakui hukum positif saja itulah hukum Istam '°

Islam mensyari’atkan a/-wakalah atay perwakilan karena manusia
membutuhkannya, karena tidak semua manusia berkemampuan untuk
menangani segala urusannya secara pribadi. tapl juga membutuhkan
seorang kuasa sebagai pendelegasian/mandat darj orang lain.

Dalam Peradiian Islam masalah perwakilan juga dikenal dengan
adanya lembaga al-wakalah, karena memang dalam kehidupan sehari-hari
manusia membutubkan pertolongan dari pihak fain termasuk masalah
hukum. Para fugaha sependapat bahwa setiap akad vang boleh dilakukan
olch orangnya sendiri maka berarti boleh di wakilkan kepada orang lain.
Para fuqaha meletakkan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan.
Mereka mengatakan: “Semua akad vang boleh diakadkan sendiri oleh
manusia, beleh pula ia wakitkan kepada orang lain.”* Dalam Islam, salah
satu buku yang mengatur dalam hal ini terdapat dalam Figh as-Sunnah

vang ditulis oleh as-Sayyid Sabig.

2 Chidir Ali (ed), Yurisprudensi Hukum Perdata islam di Indonesia, cet. ke-1

£

{Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1979}, him. 11.

* As-Sayvid Sabiq, Figh as-Sunnoh, (Beirat: Dar al-Fikr, tt), M 226,



Sejauh penelusuran vang penvusun lakukan belum ada skripsi
vang membahas gugatan secara class action, oleh karena itu penyusun

mencoba mengangkat permasalahan ini ke dalam sebunah penelitian.

Kerangka Teoretik

Lembaga class action telah dikenal di banyak negara yang
mengenal sistem Common Law. Di Indonesia class action diperkenalkan
melalui konsideran peraturan Mahkamal Agung Republik Indonesia No.
1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah
Agung Republik Indonesia !

Ditimjau dari sejarahnya, Indonesia tidak termasuk negara vang
menganut sistem Common Low, karena hukum-hukumnya banyak di
pengaruiii oleh hukum Belanda, vakni salah satu negara yang menganit
sistem Civil Law. Di negara-negara vang menganut sistem Civil Law
sendiri tidak di kenal lembaga class action.

Class action merupakan salah satu prosedur pengajuan perkara
perdata ke pengadilan, dengan jumlah pihak yang sangat banyak, vang
dirasa lebih efektif serta efisien jika dibandingkan dengan prosedur-
prosedur lainnya. Dengan satu kali gugatan vang di ajukan oleh seseorang
atau beberapa orang yang mewakili kepentingan sejumlah besar orang
lainnya, seandainya gugatannva dikabulkan, hasil dari keputusan

langsung dapat dinikmati oleh sejumiah besar orang yang diwakili

“ Az Dani Saliswijava, Mimpunan Peranran., him, 205



tersebut. Orang-orang vang diwakili tidak pertu hadir di persidangan
semua dan tidak perlu memberikan persetujuan sebelumnya.

Indonesia tefah mengadopsi lembaga ini ke dalam beberapa
peraturan, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 vang
mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatar tentang
Kehutanan, serta PERMA Nomor 2 Tahun 1999 vang mengatur tenfang
Pengawasan Mahkamah Agung terhadap Partai Politik. Meskipun sudah
diperkenalkan, ketentuan class action & dalam berbagat macam peraturan
perundang-undangan tersebut masih sebatas pada kriteria dari class acfion
dan tidak mengatur lebih lanjut hukum acaranya. Setelah lama ditunggu-
funggu, pada tahun 2002 Mahkamah Agung akhirnva mengeluarkan
PERMA No. 1 Tahun 2002, yang mengatur mengenai acara gugatan class
action (perwakilan kelompok), meskipun telah dikeluarkan PERMA
substansinva masih sangat sumir. Adanya pengaturan vang masih sumir,
ditambah dengan wacana yang masih terbatas tentang lembaga class
action tersebut di Indonesia, dapat mengakibatkan pemahaman yang
sempit atau kelira tentang class action. ™

Dalam hal perwakilan biasanya para pihak tidak dapat bertindak
sendiri dalam acara, tidak dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan

yang bersifat acara, melainkan diwajibkan agar diwakiii, karena para

E. Sundari, Pengajuon Gugaian. him. v.
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pthak biasanva tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang hukum
matern! dan formil untuk dapat melakukan acara sendiri.?® Mengingat
bahwa kelompok kecil itu kurang memahami seluk beluk hukum acara
perdata. kelompok kecil itu dapat didampingi oleh konsultan hukum
(LBH). Konsultan hukum ita tidak dapat bertindak sebagai kelompok
kecil yang mengajukan gugatan perwakilan 2

Studi yang direncanakan ini akan membatasi gugatan perwakilan
dan hal-hal yang berkaitan dengannva. Kemudian dilanjutkan dengan
menelaah tentang konsep perwakilan dalam Islam vang biasa disebut a/-
wakalah.

Ada beberapa pengertian vang dapat dijabarkan dari kata ai-
wakélah itu sendiri, vaita perwakilan vang bertindak untuk dan atas nama
Orang vang mewakilinya. Dalam figh Islam, al-wakalah merupakan salah
satu bentuk akad dalam rangka tolong-menolong antar pribadi dalam
masalah perdata dan pidana.”

Ulama figh menvatakan bahwa akad al-wakdlah yang bersifat
tolong-menolong dibolehkan oleh Istam. Dasar hukum kebolehan ini

antara lam adalah firman Allah SWT-

Z1L.] Van Apeldoom, Pengantar ffmu., him. 265,
* Koesnadi Hardjasoemantri, Hidam Tata., him. 401.

# Abdul Azis Dahian (ed), Fnsiklopedi Fidaon., V1: 1911
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Perwakilan atau al-wakalah dalam masalah hak-hak pribadi vang
dipersengketakan, menurut para ahli fikih hukumnya boleh. Oleh karena
itu, setiap orang vang cakap dalam hukum mampu bertindak sendiri

dalam beracara, maka diperlukan seseorang yang terampil dan ahli dalam

menangani perkara.

F. Metode Penelitian
Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai
tujuan. Cara utama itu dipergunakan setelah penefiti memperhatikan
kewajibannva di tinjau dari aturan penvelidikan serta situasi penelitian
karena metode peneliian adalah pengertian vang luas, maka periu
dijelaskan secara eksplisit di dalam setiap penelitian.®’
Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan skripsi i
digunakan beberapa metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian vang dipergunakan dalam menyusun skripsi
mi adalah penelitian pustaka (7ibrary Research) yakni penelitian yang

kajlannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusur berbagai

* Al-Kahfi (18): 19.
7 Winarno Surskhmad, Dasar dan Tekhmik Research: Pengantar Metodologi
fmich, (Bandung: Tarsito, 1972}, him, 121.
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literatur  yang terkait dengan penelitian®® baik pamer maupun

sekunder.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian i adalah deskriptif-analitik, vaitu
mendeskripsikan bahan kajian dari berbagai sumber (baik sumber
primer maupun sekunder) vang berkaitan dengan pokok masalah dari
bahan-bahan kajian tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan  yuridis, vaitu mencoba mendekati masalah dengan
mendasarkan pada perundang-undangan dan hukum positif yang
berlaku di Indonesia. Dan menggunakan pendekatan normatif dengan
mencoba mendekati masalah berdasarkan ketentuan hukum Islam,

Pengumpulan Data

Sesual jenis penelitian vang dipaka, vakni penelitian
kepustakaan (Library Research), maka metode vang digunakan dalam
pengumpulan data vaitu menggali dari:

a. Data Primer di antaranya, karya E. Sundari vaitu Pengajuan
Gugatan Secara Class Action. Aa Dani Saliswijaya Himpunan
Peraturan Tentang Class Action, dan Savyid Sabiq Fikih Surmah.

b. Sedangkan data sekunder adalah literature-literatur vang ada

relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

% Sutrisno Hadi, Metodologt Research (Y ogyakarta: Gama Media, 1986), |- 36,
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5. Analisis Data
Dalam menganalisis data penuiis menggunakan teknik
Content Analysis*® di mana penulis menjelaskan dan menganalisis isi
buku yang berlubungan dengan masaiah vang dibahas. Analisis data
merupakan tahap perumusan terhadap seluruh data vang telah
didentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan konklusi yang benar.
Dalam hal ini metode yang digunakan adalah:
a. Deduktif
Metode ini memberi gambaran dengan jelas dalam
menganalisa suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu,
sesual dengan sifatnya yaitu memberi gambaran umum kemudian
dinilai secara khusus. Dengan demikian metode ini berangkat dari
dasar-dasar pengetahuan vang umum dan meneliti persoalan-
persoalan yang khusus dari segi dasar-dasar pengetahuan yang
umum, kemudian ditarik sebuah konklusi,*"
b. Induktif
Suatu metode analisis vang bertitik tolak dari pembahasan

yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan khusus dar

B P T Hean ie Bt e P T R
T Content Aralisis, vaitu menganalisa s buku sesual dengan permasalahan vang

dibahas. Lihat Komaraddin, Kamus Istilah Skripsi den Tesis, cet. ke-8 (Bandung: Angkasa
1993), him. 21

** Suirisno Hadi, Merodoiogi., hlm. 49



fakia-fakta yang khusus itu menjadi suafu pemecahan vang

bersifat ymum.*!

{. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga
bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Yang sedianya akan disusun
menjadi  beberapa bab yang masing-masing terbagi atas sub bab.
Kemudian supaya pembahasan dalam sknipsi ini komprehensif dan
terpadu, maka disusuniah sistematika sebagat berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, terdiri dari tujult sub bab, yaitu
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoretik. metode penehtian dan sisternatika
pembahasan.

Bab kedua membahas tentang class action itu sendid dengan
mencantumkan dasar hukum serta penjelasannya sesuai den gan ketentuan
gugatan class action yang berlaku di Indonesia. Bahasan dalam bab berisi
tentang tinjauan umum gugatan class action yang menjelaskan bagaimana
pengertian class action itu sendiri serta dasar hukam terjadinva class
action dengan menjelaskannya, juga dicantumkan bagaimana svarat-
syarat untuk bisa melakukan gugatan class action. Bab imi juga

menjelaskan kegunaan dan manfaat dani class action guna memberikan
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suatu akses dalam keadilan disertai contoh-contoh kasus terjadinya class
dclion.

Bab ketiga menjelaskan perwakilan dalam Islam, bagaimana
hukum Islam menanggapi class action sebagai perwakilan, vakni
perwakilan di dalam menentukan kebolchan dalam mewakilkan suatu
vang bisa diwakilkan menurut ketentuan Islam. Penulis mencoba
meninjau perwakilan secara umum di dalam hukum Islam mencakup
pengertian dan dasar hukum perwakilan, juga syarat-svarat dalam Islam
maupun manfaat atau kegunaan perwakilan dalam Hukum Islam. Dalam
bab mi class action diartikan sebagai al-wakalah, yaitu perwakilan dalam
melakukan suatu pekerjaan.

Bab keempat merupakan analisis inti dari pokok permasalahan
vang dibahas. Bab ini lebih diarahkan pada permasalahan sebagaimana
judul skripsi di atas dengan menganalisis permasalahan vang telah
diungkapkan. Dalam hal ini penulis memaparkan analisis berdasarkan
hukum Islam terhadap gugatan class action dalam hukum positif vang
dilibat dari sudut pandang yang terjadi di masyarakat.

Bab kelima adalah bagian penutup yang meliputi kestmpulan

sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran dari penyusun.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Gugatan class action pada intinva adalah gugatan perdata (biasanva
berkenaan dengan permintaan ijunction atau  ganti kerugian) vang
diajukan sejumlah orang sebagai perwakilan kelas dan kepentingan para
korban. Syarat-syarat mengajukan gugatan class action adalah sejurniah
penggugatnya yang banyak dengan perwakilannya vang juga ikut sebagai
korban, namun memenuhi syarat kelayakan perwakilan: mempunyat
kesamaan fakta maupun guestion of law antara pihak vang mewakili
dengan pihak vang diwakili atay mempunyal kasus yang sama; adanva
funtutan  maupun pembelaan yang sejenis; terpenuhinya Dersyaratan
kelavakan perwakilan. Perwakilan kelas ini harus benar-benar memjamin
kepentingan anggota kelas secara Jujur, terpercava dan tanggung jawab.
Pengadilan menetapkan apakah suatu gugatan dapat dikatakan sebagai
gugatan class action atan gugatan biasa, pengadilan menetapkan suatu
mekanisme yang diistilahkan preliminary certification test agar anggota
kelas dapat melakukan opl in (pernyataan tnasuk anggota kelompok) dan
opr out (pemyataan keluar dari anggota kelompok). Mengenai keputusan
kasus pada gugatan class action, hakim meneliti terlebih dahuly prosedur
yang tefah ada. Hal ini dikarenakan seringnya penggugat mengeunakan

PInsip actio popuiaris (gugatan yang diajukan oleh seseorang dengan
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mengatasnamakan kepentingan umum tanpa ada kuasa dari yang diwakili}
yang mirip dengan gugatan class action. Padahal prinsip ini di Indonesia

belum dapat diterima.

- Pada dasamya gugatan class action tidak bertentangan dengan hukum

Istam. Gugatan class action merupakan  usaha memperjuangkan hak
mdividu dan kepentingan bersama secara kolektif untuk febih efisien dan
prektis yang dapat mendatangkan maslahat yang lebih besar dari sudut

pandang hukum dan kemanusiaan,

B. Saran-saran

1.

Gugatan class action sangat efektif untuk menegakkan keadilan bagi
pihak-pihak vang dirugikan haknya, baik dalam hal morii maupun
materiil. Untuk itu, perhatian dan langgapan dari pihak pemerintah,
penegak hukum dan pengadilan sangat diharapkan untuk menciptakan
iklim yang kondusif atas aksi class action,

Pertimbangan terhadap hak-hak individn yang mengajukan gugatan harus
menjadi salah saty pertimbangan utama hakim dalam mengambil
keputusan pengadiian,

Sebaiknya selain wakilnya, penggugat juga harus memahami aturan main
dalam gugatan class action, agar tidak terjadi main hakim sendrri, jika

terjadi ketidakpuasan terbadap keputusan pengadilan.
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LAMPIRAN 1

BAB 1

| NO | HIM

FN |

1.! 15

26

... Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini ..

TERJEMAHAN _;
f

BABII

| NO

HLM

TERJEMAHAN ]

1.

20

~ 2

Penyanderaan diri manusia atas pemilikannya (hak) terhadap
sesuatu yang berada dalam kekuasaan atan tanggungan orang
lain.

;
!
i
i
i
i
i
1

|

20

Dan bagi mereka apa yang mereka tuntut/dakwa (carikan)

W

21

i
|
i

Seseorang yang menyerahkan kepada orang lain untuk |

mengerjakan sesuatu atau menyerahkan kepada orang lain
pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya,

21

Aku serahkan urusanku kepada Allah SWT,

22

Yaitu orang dipakai oleh orang lain karena ketidakmampuan
orang vang diwakilinya.

22

Menyerahkan harta atay pekerjaan seseorang vang dapat

digantikan oleh orang lain untuk memjaganva sewakty

hidupnya.

|
5

22

10

Seseorang vang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain

dan dikatakan: orang yang tidak mampu adalah orang yang

mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain.

22

i1

Al-Wakialah  adalah perumpamaan terthadap penyerahan

Seseorang atas sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan

dalam masa hidupnya.

12

Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan oleh orangnya sendiri,
maka boleh diwakilkan kepada orang lain.

10

24

14

Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling
bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah seorang diantara
mereka “sudah berapa lamakah kamu beran; (disini?).”
Mereka menjawab: “kita berada (disini) sehari atau setengah
hari”. Berkata (yang lain lagi) “Tuhan kamu Iebik
mengetahui berapa lamanva kamu berada (disiniy”. Maka
suruhiah salah seorang diantara kamu pergt ke kota dengan

membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia melihat |

manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia
membawa makanan 1t untuk, dan hendaklah dia berlaky
lemah lembut dan janganlah sekali-kali kamu menceritakan
halmu kepada seseorang pun.

11

25

i5

Dan tolong-menolonglah kamu dalam {mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan janganiah tolong-menolong datam
berbuat dosa dan pel anggaran

I




12 25 16

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang vang |
belum sempurna akalnya, hartamu vang dijadikan Allah SWT
sebagai pokok kehidupan,

13 27 22 | Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan oleh orangnya sendiri,
maka boleh diwakilkan kepada orang lain.
14 1 34 | 48 | Sah mewakilkan persengketaan dalam menetapkan hutang,

benda dan keseluruhan hak hamba, baik sebagai penggugat
maupun tergugat, baik laki-laki maupun perempuan, baik
lawannya rela maupun tidak rela. Dikarenakan persengketaan
adalah hak mumi bagi vang mewakilkan, ia boleh
melaksanakannya sendiri dan ia boleh pula mewakilkan |
kepada orang lain. |

BAB1IV
'NO THLM | FN TERJEMAHAN R
Pl 66 I | Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan oleh orangnya sendiri,
| J maka boleh diwakilkan kepada orang laim. i

13



LAMPIRAN 11

BIOGRAFI ULAMA

L. As-Sayyid Sabig

Nama lengkap beliau adalah Sayyid Sabiq at-Tihdmi. Lahir dari
pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Khusna Al Azeb, pada tahun 1915
di Istanha, distrik al-Baqur, propinsi Al-Munuhifah, Mesir. Sesuai dengan
tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, as-Sayyid Sabiq menerima
pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk, menulis, dan
menghafal al-Qur'an. Setelah ity beliay memasuki perguruan al-Azhar, Kairo.
Di al-Azhar beliau menyelesaikan tingkat ibtidaiyah dalam waktyu 5 tahun,
Sanawiyah 5 tahun, Fakultas Syari’ah 4 tahun dan Tahassus (kejuruan) 2
tahun dengan memperoleh asy-Syahadah al-* Alimiyyah, tjazah tertinggi di al-
Azhar ketika itu yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat
dengan ijazah doktor. Kemudian beliau diangkat menjadi dosen al-Azhar
Beliau adalah teman sejawat Ustadz Hasan al-Banna, seorang murid al-*Amm
dari ikhwanul muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang
mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. As-Sayyid Sabiq terkenal
sebagai ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan
pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang monumental adalah Figh as-
Sunnah dan telah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

2. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lokshumawe, Aceh, Beliau
seorang ulama besar, penulis yang produktif, dan sang pembaharu perintis
Islam di Indonesia. Pengetahuan dalam bidang agama beliau dapatkan dari
para ulama Aceh. Pemikirannya mulai meningkat setelah bersentuhan dengan
karya-karya kaum pembaharu terutama setelah beliau bergaul dengan anak
didik Syaikh al-Kalali. Pada tahun 1926 atas saran al-Kalali, beliau kuliah di
perguruan Al-Irsyad di Surabaya. Karier beliau sebagai penulis yang produktif
di mulai sejak tahun 1930-an. Karya tulis beliau meliputi bidang tafsir al-
Qur'an, Hadis, figh, tauhid dan yang bersifat umum, beliau meninggal di
Yogyakarta pada tahun 1970.

3. Imam asy-Syafi’i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-
Abbas bin Utsman bin Syafi’i. Beliau masih dekat dengan silsilah Rasul atau
keturunan Rasulullah saw. Pada usia dua tahun beliau diajak oleh ibunya pergi
ke tempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukarramah untuk mempelajari
kitab al-Qur’an, kemudian beliau pindah ke Hudzail di Badiah untuk belajar
ilmu-ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan
Syufyan bin Uvainah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke
Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Adapun
karya yang sangat terkenal di kalangan ahli figh dan lainnya adalah kitab “a/-
Urmm” kemudian beliau wafat pada tahun 204 H.

I



LAMPIRAN I

Data Dirt

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

Alamat Asal
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Pekerjaan Orang Tua
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Ibu
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